BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, Kepala Daerah diwajibkan
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang
dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas
dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjar pada tanggal 26 Agustus
2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

3.

6.

7.

8.

10.

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
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Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 0 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
Pendapatan Daerah : Rp1.864.149.114.425,00

1.
2,

(1)

Belanja Daerah
(Defisit)

: Rp2.089.149.114.425,00
: (Rp225.000.000.000,00)

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

: Rp225.000.000.000,00

b. Pengeluaran : Rp0,00
Pembiayaan Netto : Rp225.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan : Rp0,00
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp190.282.306.235,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rpl1.259.007.016.153,00
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp414.859.792.037,00
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Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a.Pajak Daerah sejumlah Rp66.528.983.440.00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp6.221.535.174.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp7.103.256.542,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
sejumlah Rp110.428.531.079,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak sejumlah Rp204.583.674.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp760.352.031.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp294.071.311.153,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp51.483.211.037,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Deerah lainnya sejumlah Rp126.000.000.000,00
¢. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejumlah Rp18.906.017.000,00
d. Pendapatan Lainnya sejumlah Rp218.470.564.000,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.225.930.032.571,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp863.219.081.854,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp797.036.060.301,00

b. Belanja Hibah sejumlah Rp88.374.171.000,00

¢. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp4.879.700.000,00

d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp7.275.051.870,00

e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp325.865.049.400,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp2.500.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp114.274.350.650,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp465.411.542.855,00

c. Belanja Modal sejumilah Rp283.533.188.349,00
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Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -

a. Penerimaan sejumlah Rp225.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp225.000.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp0,00
c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang
dipisahkankan sejumlah Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Sejumlah Rp0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp0,00
daerah sejumlah
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

i ¥
2.

© ® N O

Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Lampiran IT Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
Lampiran VII. Daftar Piutang Daerah;
Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (investasi daerah);

Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
Daerah;
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10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

12. Lampiran XII  Daftar dana Cadangan Daerah ;
13. Lampiran XIII Daftar Dana Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2019

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR &

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (6,143/2019)



LampiranI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR :& TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 20190

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN JUMLAH -
i 2 3
1 PENDAPATAN 1,864.149,114.425,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1_99._2@2_.;96_.2_3_5,_0_0 |
; O T | Pendapatan Pajak Daerah ' 66.528.983.440,00
1,1:2 Hasil Retribusl Daerah 6.221,535.174,00
1:1:3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.103,256.542,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asll Daereh yang$ah | 110.428.531.079,00
1.2 DANA PERIMBANGAN . 1.259.007.016.153,00
1:2.1 Bagl Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 204.583.674.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum . . 760.352.031.000,00
1.2.3 Dana Alokas! Khusus | 294.071.311.153,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 5AH T iif 359 792.037,00__
1:3:.1 Pendapatan Hibah . ‘ ' 51.483.211.037,00
1.3.3 Dana Bagl Hasll Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lalnnya 126,000.000.000,00
1.3.4 Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus 18.906.017.000,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya . _ 218.470.564.000,00
2 BELANJA ) 2.089.149,114.425,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG . 1.225930.032.571,00
2% Belanja Pagawal 797036060301,00
2.1.4 Belanja Hibah £8.374,171.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.879.700.000,00
- Belanja Bagl Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7.275.051.870,00
2:1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa .325.865.049.400,00
2.1.8 Befanja Tidak Terduga | 2,500.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG . . 863.219.081.854,00
2,2.1 Belanja Pegawai ) 114.274.350.650,00
2:2.2 Belanja Barang dan Jasa 465.411.542,855,00
2.2:3 Belanja Modal 283.533,188.349,00
SURPLUS / (DEFISIT) (225.000.000.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ' 225.000.000.000,00
3.1.% SlsaLebihPeﬁﬂmnganAnggmnTahunAnggamnSebeiumnya I 225066606000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH ' 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah T 00
PEMBIAYAAN NETTO 225.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN W 0,00
RINGKASAN APBD Halaman 9




